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ABSTRAK 

 

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN  

DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR 

Oleh: 

MIA AUDINA 

NIM. 01770623551 

 

Penelitian ini dilaksanakan dan difokuskan terhadap pelaksanaan 

Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pendapatan  Daerah 

Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini  untuk mengetahai Mekanisme 

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pendapatan  Daerah Kabupaten 

Kampar dan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah.  

Ada permasalahan yang sering terjadi dalam suatu negara atau daerah 

yaitu tentang perpajakan. Karena sektor pajak dapat dikatakan sebagai gerbong 

dalam meningkatkan lajunya perekonomian suatu daerah. Namun harapan 

tersebut sering  tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dalam menunaikan 

kewajiban membayar pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

interview kepada kabid bidang pendapatan serta melakukan pengamatan 

terhadap objek pajak peneliti dan lain-lain. 

 

Kata Kunci: pajak penerangan jalan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemungutan pajak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari 

waktu ke waktu, hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bangsa 

indonesia baik dibidang sosial dan ekonomi maupun pemerintah. Pajak 

merupakan bentuk perujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat yang 

secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang 

digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan.Uang yang dihasilkan dari pajak digunakan 

oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan 

berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk penegakan 

hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik , subsidi, dan 

operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar 

hutang negara dan bunga atas hutang tersebut. Pemerintah juga menggunakan 

dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. 

Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum 

mendapat pekerjaan, transportasi umum, Penyediaan listrik, air, dan penanganan 

sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.  
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Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dimana daerah 

diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. Atau dengan kata lain, daerah berhak mengatur 

sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan. Di mana 

otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk 

mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. 

Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat 

mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong 

pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Di mana kemampuan daerah dalam memaksimalkan PAD 

dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan 

retribusi. 

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak 

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain.Penyediaan 

pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja 

pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan 

sumber pendapatan lainnya.Sehingga PAD menjadi sangat penting karena 

berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan 

otonomi daerah. 

Salah satu sumber untuk meningkatkan PAD adalah Pajak Penerangan 

Jalan (PPJ).Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar pasal 1 tahun 2011 

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 
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dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan 

adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya 

dibayar oleh pemerintah daerah. PPJ merupakan salah satu pajak daerah yang 

menjadi urusan atau kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan 

oleh pemerintah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin 

besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk 

memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai. 

Tabel 1.1 

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan  

Kabupaten Kampar Tahun 2016-2019 

TAHUN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE 

2016 Rp. 30.879.343.710,- Rp. 33.600.627.106,- 108,81% 

2017 Rp.39.010.547.000,- Rp.49.523.450.961,- 126,95% 

2018 Rp.51.200.000.000,- Rp.57.977.210.612,- 113,24% 

2019 Rp. 59.000.000.000,- Rp.62.372.223.463,- 105,72% 

Sumber: Bapenda Kampar,2020 

 

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 

bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan 

perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh 

karna rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka 

anggaran sringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, 

satuan kegiatan dan satuan Ung menempati posisi penting dalam arti segala 

kegiatan akan di kuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat dukur 

pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Sedangkan 

pengertian Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa 

yang sudah direncanakan. 
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Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang baik dan kebijakan pemerintah 

daerah yang berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat dan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar dalam memaksimalkan penerimaan PPJ untuk 

meningkatkan penerimaan PAD pada tahun berikutnya. Selain itu dapat diketahui 

pendanaan dari Kabupaten Kampar hanya bersumber dari APBD Kabupaten 

Kampar saja, sarana dan prasarana mengalami kesulitan, kurangnya peran serta 

masyarakat dalam menunjang pajak penerangan jalan yang masih terbatas, serta 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pemungutan ppj. 

Berdasar kan latar belakang masalah di atas penulis tertarik menggali 

pengetahuan tentang “Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalah yang akan di kemukakan pada penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan Non PLN 

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar? 

2. Berapa besarnya kontribusi pajak penerangan jalan untuk peningkatan  

PAD di Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan 

Non PLN di Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak penerangan 

jalan untuk peningkatan PAD di Kabupaten Kampar. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan peneliti mengenai mekanisme perpajakan khususnya 

perpajakan daerah yaitu pajak penerangan jalan. 

2. Referensi bagi penelitian lain yang akan mengembangkan atau 

mengadakan penelitian sejenis. 

1.4 Metode Penelitian 

 1.4.1 Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar. 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2020. 

1.4.3 Jenis Data 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara 

langsung dari Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), 

data skunder umumnya bisa berupa Dokumen, Arsip, 

Perumusan dan catatan lain yang diperlukan. 
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1.4.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang 

dan Staff Kantor Bapenda yang berkaitan dengan mekanisme 

pemungutan pajak penerangan jalan di Bapenda Kampar. 

2. Dokumentasi  

Sebagai pendukung penulis juga menggunakan studi 

pustaka sebagai metode pengumpulan datanya dengan cara 

mempelajari buku-buku referensi, tugas akhir, skripsi, serta 

browsing website internet yang terkait dengan penelitian ini. 

1.4.5 Analisis Data 

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan penjelasan yang bersifat Deskriptif, yaitu 

penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga 

permasalahan terungkap dengan jelas. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang 

bertujuan untuk mempermudahkan jalan pikiran dalam memahami 

keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini dapat disajikan Latar Belakang, 

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II : Gambaran Umum Kantor Badan Pendapatan  

Daerah Kabupaten Kampar 

Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang 

Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar, yang meliputi Visi dan Misi, 

Uraian Tugas, serta Struktur Organisasi. 

BAB III  : Tinjauan Teori dan Praktek 

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa 

tentang tinjauan potensi pajak penerangan jalan. 

 

BAB IV : Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan 

kesimpulan kesimpulan mengenai hal-hal yang 

telah dikemukakan dari beberapa saran yang 

menjadi bahan masukan dalam peninjauan potensi 

pajak penerangan jalan. 

                                            Daftar Pustaka
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR 

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Bangkinang 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang merupakan Sub 

Direktoratpada Direktorat Keuangan Daerah Kota Madya Daerah 

Bangkinang. Berdasarkan surat edaran Mentri dalam Negri Nomor KUPD 

3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 di bentuk Dinas Pendapatan 

dan Pajak Daerah Kota Madya Daerah Bangkinang dengan Perda Nomor 5 

tahun 1976. Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Seksi Tata Usaha 

c. Seksi Pajak dan Retribusi 

d. Seksi Operasai/Penagihan 

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Mentri dalam Negri Nomor 

KUPD. 7/12/41 – 101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Madya Daerah, di 

terbitkan peraturan daerah nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Bangkinang, 

dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sub. Bagian Tata Usaha 
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c. Seksi Pajak 

d. Seksi Retribusi 

e. Seksi Pendapatan lain – lain 

Sehubung dengan keluarnya Keputusan Mentri dalam Negri Nomor 23 

tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Madya, daerah tingkat II sebagai penyempurnaan dari 

Kapmendagri Nomor KUPD. 7/12/41 – 101 tanggal 6 Juni 1978, di tindak 

lanjuti dengan di terbitkannya peraturan daerah kota madya daerah 

bangkinang nomor 7 tahun 1989, tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan 

Organisai dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah 

Bangkinang Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sub. Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan 

d. Seksi Pendapatan 

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

f. Seksi Penagihan 

g. Unit Penyuluhan 

Sejalan dengan di keluarkannya undang – undang nomor 22 tahun 1999, 

tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Mentri dalam Negri Nomor 50 

tahun 2000 tentang susunan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah 

Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 

2001, yang selanjutnya di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 

2001, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001, tentang 
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pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas – dinas di lingkungan 

Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah dengan 

susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Wakil Kepala Dinas 

c. Bagian Tata Usaha 

d. Sub. Dinas Program 

e. Sub. Dinas Pendapatan dan Penetapan 

f. Sub. Dinas Penagihan 

g. Sub. Dinas Retribusi dan Pendapatan lain - lain 

h. Sub. Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

i. Kelompok Fungsional 

Pada bulan Januari 2017, di rubah lagi menjadi (BAPENDA) Badan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar dan sampai sekarang. 

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Bangkinang 

1. Visi 

Terwujudnya peningkatan dan penerimaan daerah yang optimal dan 

propesional tahun 2020. 

2. Misi 

a. meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan sumber 

daya manusia 

b. mengembangankan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan 

daerah 
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c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban 

selaku wajib pajak 

2.3 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Bangkinang 

1. Kepala Dinas 

Badan pendapatan daerah di pimpin oleh seorang kepala badan 

yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

tugas di bidang pendapatan daerah 

2. Sekretaris 

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai 

tugas pokok membantu kepala badan pendapatan daerah dalam pelayanan 

administrasi umum kepegawaian, keuangan, pengelolaan aset, dan 

penyusunan program kerja, rencana kegiatan, dan penata usahaan lainnya. 

Di samping itu sekretaris juga mempunyai bawahan yang terdiri dari 

beberapa sub. bidang, yaitu : 

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub. bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub. Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat 

menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 

pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan 

kesejahteraan pegawai. 

b. Sub. Bagian Keuangan dan aset 

Sub. Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris 
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dalam penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun 

anggaran pembangunan, serta pengelolaan aset di lingkungan Badan 

Pendapan Daerah. 

c. Sub. Bidang Perencanaan dan Data 

Sub. Bidang Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris 

dalam melaksanakan perencanaan dan data. 

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

Bidang pendataan dan pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang pendataan dan pendaftaran pendapatan 

daerah. Selain itu di bidang pendataan dan pendaftaran, juga terdiri dari 

sub bidang yaitu : 

a. Sub. Bidang Pendataan 

Sub. bidang pendataan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

evaluasi dan koordinasi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana 

dimaksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 

11 Ayat (1). 

b. Sub. Bidang Pendaftaran 

Sub bidang pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang 
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pendaftaran sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar 

Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat (1). 

4. Bidang Perhitungan dan Penetapan 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas badan 

pendapatan daerah di bidang perhitungan dan penetapan. Selain itu di 

bidang perhitungan dan penetapan juga terdiri dari dua sub bidang yaitu : 

a. Sub. Bidang Perhitungan 

Sub bidang perhitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi perhitungan. Dalam melaksanakan tugasnya di 

bidang perhitungan, sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati 

Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat (1). 

b. Sub. Bidang Penetapan 

Sub bidang penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan evaluasi 

dan koordinasi penetapan. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang 

penetapan, sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar 

Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat (1). 

5. Bidang Penagihan dan Keberatan 

Penagihan dan keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang penagihan dan keberatan. Selain itu bidang 

penagihan dan keberatan, juga terdiri dari dua sub bidang yaitu : 
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a. Sub. Bidang Penagihan 

Sub bidang penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan evaluasi 

dan koordinasi penagihan. Sebagaimana di maksud pada Peraturan 

Bupati KamparNomor 23 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (1). 

b. Sub. Bidang Keberatan 

Sub bidang keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi keberatan. Sebagaimana di maksud pada 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat (1). 

6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan, dan Pelaporan 

Bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan di pimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan, pengembangan 

dan pelaporan. Selain itu bidang pengelolaan, pengembangan dan 

pelaporan juga terdiri dari tiga sub bidang yaitu : 

a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer 

Sub bidang pengelolaan data transfer di pimpin oleh seorang 

Kepala Bidang, yang mempunyai tugas membantu kepala bidang 

dalam penyusunan program kerja sub bidang pengelolaan data transfer. 

Sebagimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 

Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (1). 
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b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 

Sub bidang pengembangan potensi pendapatan di pimpin oleh 

seorang kepala sub bidang, yang mempunyai tugas membantu kepala 

bidang dalam penyusutan program kerja sub bidang pengembangan 

potensi pendapatan. Sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati 

Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (1). 

c. Sub. Bidang Pelaporan 

Sub bidang pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan di 

bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan. Sebagimana di 

maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 

22 Ayat (1). 
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2.4 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar 

Gambar II.1 

Struktur organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 KESIMPULAN 

Dari pembahasan sebelumnya mengenai Mekanisme 

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Bapenda Kabupaten Kampar 

dapat diambil kesimpulan bahwa Pemungutan Pajak Penerangan 

Jalan terdapat 2 macam yaitu PLN dan NON PLN. 

1. Pemungutan ppj pln dan non pln memiliki kesamaan pada 

manfaat bagi pembangunan Kabupaten Kampar, yang 

kemudian menjadi pendapatan bagi Kabupaten Kampar 

dalam meningkatkan pajak daerah. 

2. Pemungutan ppj pln dan non pln di daerah Kabupaten 

Kampar memiliki perbedaan yang terletak pada pemungut 

ppj. Karena pada ppj non pln pemungutan pajak dilakukan 

oleh Bapenda Kabupaten Kampar sedangkan ppj pln 

pemungutan pajak dilakukan oleh pihak PLN langsung. 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli 

daerah. 

Selama waktu empat tahun penerimaan mengalami naik 

turun yaitu bisa kita lihat pada tahun 2016-2019 Kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah berkisar 

sebesar 15% s.d 23%.   
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4.2 SARAN 

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran 

yang di kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Rutin melakukan sosialisasi pajak terhadap masyarakat atau 

wajib pajak agar para wajib pajak lebih mudah dalam 

melakukan pembayaran pajak yang terutang. 

2. Memberikan inovasi dalam mengoptimalkan penerimaan 

pajak khususnya pajak penerangan jalan. 
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LAMPIRAN 

1. Dokumentasi Wawancara 

Gambar 4.1 

Dokumentasi Wawancara 

 

Wawancara ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar tepatnya dibidang Pendaftaran dan Pendataan, 

narasumber bernama Zamzul Azmi,SE, MM yang menjabat sebagai kepala 

bidang Pendaftaran dan Pendataan. 

2. Daftar Pernyataan. 

Pertanyaan wawancara tentang “Mekanisme Pemungutan Pajak 

PeneranganJalan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar” 

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar? 
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2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak 

penerangan jalan? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak? 
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